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Book Review

Membaca Populisme Islam Model Baru

Endi Aulia Garadian

Vedi R. Hadiz, Islamic Populism in Indonesia and the Middle East.
Cambridge: Cambridge University Press. x + 228pp.

Abstract: 7his book wants to illustrate the compatibility of democracy with
Islam. Under certain circumstances, it could be happened when alliances of
marginalized classes unite in one shade under the banner of Islam. Focussing on
Muslims in Indonesia, Egypt, and Turkey, Vedi R. Hadliz tries to see the process of
Islamic populism formulation. This book elaborates more deeply the relationship
between democratization, socio-economic change and the unbearable desire of
globalization that has an impact on the evolution of the Muslim communitys
struggle on those countries. By emphasizing the economic-political and socio-
historical perspectives, the important point to be conveyed by Vedi that the
motivation of the group interests and the economic advantages, to some extent,
can give birth to the political power of Islam in the midst of society rather
than the ideology and the teachings of religion itself. Hence, basically, there is
nothing that distinguishes Islamic political phenomena from the general political
phenomenon. Finally, this book is important to read by those who want to get
the latest framework in explaining the current development of Islamic Populism.

Keywords: Islamic Populism, Political Islam, Indonesia, Turkey, Egypt.
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380  Book Review

Abstrak: Buku ini ingin menggambarkan kompatibilitas demokrasi dengan
Islam. Dalam kondisi tertentu, hal itu bisa terjadi saat aliansi antar kelas yang
termarginalkan bersatu dalam satu naungan di bawah bendera Islam. Fokus
mendalami umat Muslim di Indonesia, Mesir, dan Turki, Vedi R. Hadiz
mencoba melihat proses formulasi populisme Islam. Buku ini mengelaborasi
lebih mendalam hubungan yang terjadi di antara demokratisasi, perubahan
sosio-ekonomi, dan hasrat tak tertahankan dari globalisasi yang berpengarub
pada evolusi perjuangan komunitas Muslim di tiga negara tersebut. Dengan
menekankan perspektif ekonomi-politik dan sosio-bistoris, poin penting yang
ingin disampaikan oleh Vedi adalah motivasi kepentingan kelompok dan
keuntungan ekonomi justru terbukti dapar melahirkan kekuatan politik
Islam di tengah-tengah masyarakat, alib-alih ideologi maupun ajaran
agama itu sendiri. Sehingga, pada dasarnya, tidak ada yang membedakan
fenomena politik Islam dengan fenomena politik pada umumnya. Terakbir,
buku ini penting dibaca oleh mereka yang ingin mendapatkan kerangka
mutakhir dalam menjelaskan perkembangan Populisme Islam saat ini.

Kata kunci: Populisme Islam, Islam Politik, Indonesia, Turki, Mesir.
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Membaca Populisme Islam Model Baru 381

edari awal, buku ini sudah melontarkan sebuah pertanyaan
S fundamental: Apa yang menyebabkan trajektori politik Islam di

negara Muslim bisa berbeda satu dengan yang lainnya? Banyak
upaya telah dilakukan sarjana dalam menjawab pertanyaan tersebut.
Umumnya upaya tersebut dimulai dengan melihat pengaruh ideologi
Islam sebagai variabel utama. Selain itu, cara lain yang digunakan
adalah inkompatibilitas antara Islam negara dengan sistem-sistem yang
ada di dunia saat ini.

Namun, dalam kaitan pertanyaan tersebut, Vedi justru melakukan
perbandingan politik yang jarang, atau hampir tidak pernah,
dilakukan para sarjana. Bila banyak dari kajian-kajian sebelumnya
membandingkan Mesir dengan Turki, ataupun Indonesia dengan Mesir
atau dengan Malaysia, Vedi justru membandingkan Indonesia, Turki,
dan Mesir secara bersamaan. Ketiga negara tersebut dipilih karena
ketiganya merupakan negara mayoritas Muslim yang kerap mengalami
perubahan signifikan di bidang sosial, ekonomi, maupun politik dalam
dua dekade belakangan. Dinamika sosio-politik-ekonomi yang terjadi
di ketiga negara tersebut kemudian dianalisis untuk melihat sejauhmana
dan dalam kondisi bagaimana politik Islam bisa kompatibel dengan
demokrasi.

Secara garis besar, buku ini menguji divergensi trajektori-trajektori
politik Islam tersebut menggunakan kerangka model baru populisme
Islam (penulis buku ini menyebutnya new Islamic populism). Populisme
tersebut berhasil melebur berbagai macam kepentingan, aspirasi dan
keluhan dari persilangan beragam kelas sosial seperti masyarakat
perkotaan, mulai dari masyarakat kelas bawah hingga menengah,
dan juga segmentasi-segmentasi terpinggirkan dari kaum borjuasi.
Peleburan tersebut, pada gilirannya, bisa menghasilkan sebuah potensi
kekuatan dan gerakan politik yang dahsyat, sebagaimana terlihat pada
fenomena Ahok dan Pilkada Jakarta 2017.

Awal Mula Populisme Islam

Hiruk-pikuk politik yang terjadi semasa kolonialisme modern telah
memunculkan varian gerakan perjuangan komunitas Muslim yang
sangat beragam. Meskipun demikian, kemunculan gerakan-gerakan
itu relatif memiliki tujuan yang serupa. Di bawah panji-panji Islam,
gerakan perjuangan tersebut lahir sebagai sebuah ekspresi kritik atas
ketidakadilan yang lahir dari rangkaian aktivitas ekonomi politik
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globalisasi dan neo-liberalisme. Termarginalisasi dalam sebuah sistem
politik global membuat komunitas-komunitas Muslim itu, setidaknya,
memiliki satu persamaan: tertindas. Hal tersebut pada gilirannya
melahirkan corak populisme Islam model baru sebagaimana yang kita
rasakan saat ini.

Lewat praktik kolonialisme, dominasi dan hegemoni negara-negara
Barat atas dunia Muslim memunculkan fase awal populisme Islam.
Ketimpangan antar kelas sosial menjadi satu produk spesifik yang
lahir dari rahim sistem politik yang hegemonik saat itu. Dominasi
satu budaya atas budaya lainnya melahirkan banyak kalangan yang
akhirnya terpinggirkan. Kalangan borjuasi cilik (petty bourgeoisie) di
dunia Muslim, yang posisinya tidak begitu diuntungkan sistem politik
kolonialisme, pun posisinya nyaris di ujung tanduk. Indonesia, Turki
dan Mesir bahkan juga mempunyai pengalaman serupa. Sehingga,
untuk berjuang melawan dominasi kolonial Barat sebagai sebuah
komunitas Muslim global (#mmah), di bawah naungan satu khalifah,
menjadi satu hal yang sulit diwujudkan.

Namun, ini bukan berarti komunitas Muslim tersebut takluk dan
tunduk terhadap sistem yang ada. Sebagaimana dapat dilihat di bab 3
buku ini (h. 48-74), perjuangan memperoleh keadilan, persamaan sosial
dan kebebasan dari belenggu kolonialisme terus berlangsung. Pada
pengalaman Indonesia dan Mesir, gerakan-gerakan yang mengusung
ide-ide lama populisme Islam itu bahkan berhasil menjangkau kelas-
kelas pekerja dan bahkan berjumpa dengan gerakan-gerakan anti-
kolonial dan gerakan nasionalis yang umumnya berasal dari kalangan
borjuis dan aristokrat.

Di sinilah embrio koalisi kelas sosial yang tergabung dari beragam
struktur kelas mulai terbentuk. Mereka disatukan oleh beberapa
persamaan seperti pedihnya terpinggirkan sistem dan punya angan-
angan untuk membangun sebuah negara-bangsa (nation-state) modern
di masa mendatang. Di fase awal ini, mimpi-mimpi yang berbasiskan
hukum Islam (Sharia-based visions), sebagaimana jamak ditemui di
populisme Islam model baru, cenderung samar-samar.

Masih berkutat di bab 3, kisah lain yang dapat ditemukan saat
membandingkan Indonesia dan Mesir adalah persamaan organisasi
Islam di kedua negara tersebut. Di masa awal perjuangan mereka
melawan pemerintah kolonial, peran organisasi Islam sangat signfikan.
Pembentukan wacana anti-kolonial pun kerap dilakukan oleh mereka.
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Pelatihan fisik tak jarang dilakukan. Semua guna mempersiapkan
komunitas Muslim dalam melawan penjajahan. Namun, pada
perkembangan  selanjutnya, peran organisasi-organisasi tersebut
cenderung insignifikan. Figur-figur politik yang vokal di level nasional
lebih berhasil menarik hati masyarakat. Bahkan di era pasca-kolonial,
medan politik semakin didominasi kalangan sekuler yang dampaknya
pada peminggiran kelompok Islam.

Meskipun begitu, perbedaan corak populisme Islam di Indonesia
dan Mesir tetaplah ada. Aktivitas yang dilakukan sekelompok kalangan
borjuasi cilik dengan memposisikan Etnis Tionghoa sebagai “musuh
bersama” menjadi tesis utama sekaligus ciri distingtif populisme Islam di
Indonesia. Hal tersebut terus direproduksi para borjuis cilik sejak lama.
Sebab, ladang bisnis yang digarap oleh Etnis Tionghoa telah merambah
wilayah yang sebetulnya sudah digarap kaum borjuis cilik Muslim sejak
lama. Selain itu, praktik politik kolonial yang dilakukan Belanda dalam
mensegregrasi masyarakat Indonesia juga turut menyumbang dalam
memperkuat tesis tersebut. Di mana etnis Tionghoa dikesankan sebagai
masyarakat luar (outsider), alih-alih pribumi (insider) (Willmott, 2009),

Sementara itu, bentuk populisme Islam fase awal sulit ditemukan di
Turki. Hal ini sangat bertautan erat dengan pengalaman historis Turki yang
belum pernah merasakan langsung masa pendudukan kolonial. Status para
borjuasi cilik di Turki yang tidak terusik oleh dominasi budaya lain pun
menjadi faktor mengapa pengalaman Turki berbeda dengan Indonesia dan
Mesir. Ditambah, tidak seperti di Indonesia dan Mesir, hubungan antara
populisme Islam dan cita-cita pembentukan negara-bangsa modern di
Turki pun mempunyai hubungan yang kontradiktif. Pada satu sisi, Turki
merupakan negara yang lahir dari reruntuhan kedigdayaan Kekhalifahan
Turki Utsmani (Ottorman Empire)—salah satu kekuatan politik Islam yang
berpengaruh saat itu yang dampaknya tidak memunculkan negara sebagai
musuh bersama. Populisme memang ada, tapi bukan populisme Islam.

Di sisi yang lain, proyek politik untuk mensekulerisasi dan
menghapus jejak-jejak sistem tata negara khalifah dari Turki juga
menjadi hantaman keras buat kalangan borjuasi cilik. Pasalnya, proyek
politik tersebut menerapkan sistem pemerintahan kapitalistik yang
dipimpin oleh negara dengan membentuk strata kekuasaan baru. Hal
ini, pada gilirannya nant, mempersempit ruang gerak para borjuasi
cilik di Turki. Sebab, sumber-sumber ekonomi yang awalnya dikelola
oleh para borjuis akhirnya direbut oleh pemerintah.
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Pada perkembangan selanjutnya, secara historis, pengalaman
sekularisasi Turki di atas terlihat lebih kontras dengan Mesir dan
Indonesia. Di Turki, aspirasi Islam ke dalam sistem negara memiliki
hambatan yang lebih besar karena negara mempunyai dominasi dalam
menerapkan sebuah sistem yang mengeksklusi Islam pada sistem
politik negara. Aktivisme gerakan politik Islam pada dua dekade awal
kemunculan Republik Turki pun tidak menampakkan tanda-tanda
kesemarakan gerakan politik Islam dalam melawan hegemoni negara.
Akibatnya, pembentukan sebuah komunitas Muslim bersama (baca:
ummah) di Turki menemui jalan buntu. Baru, pada tahun 1950an,
geliat aktivisme politik Islam di Turki mulai mencuat. Populisme Islam
fase awal, yang mana sudah berlangsung sejak lama di Indonesia dan
Mesir, justru baru membentuk sebuah embrio pada tahun-tahun ini di
Turki. Pada perjalanannya, resistensi negara yang begitu kuat terhadap
aktivisme Islam di Turki akhirnya membuat kelompok-kelompok
tersebut terpukul mundur dan bergerak di bawah tanah. Saluran
aspirasi politik Islam yang dibelenggu oleh negara membuat Populisme
Islam tidak berevolusi sebagaimana mestinya di Turki.

Di Indonesia dan Mesir, geliat aktivisme politik Islam justru
begitu dinamis hingga tahun-tahun ke depan, bahkan hingga saat
ini. Gelombang salafisme, sebagai salah satu bentuk ekspresi atas
hegemoni kolonialisme Barat dan juga negara modern yang sekuler,
menjadi pemicu yang melahirkan beragam kelompok-kelompok yang
menjadi wadah bagi perkembangan populisme Islam. Kemunculan
Ikhwanul Muslimin di Mesir ataupun kelompok Tarbiyah di
Indonesia pada tahun 1970-an, misalnya, menjadi kendaraan bagi
kelompok-kelompok Muslim yang termarjinalkan oleh sistem.
Populisme Islam pada tahun-tahun tersebut arahnya mulai bergeser
pada aktivisme politik Islam yang berniat mengganti sistem negara
yang tengah dikuasai oleh rezim otoriter. Bahkan, untuk kasus
Indonesia, permusuhan tidak hanya diarahkan negara tapi juga
diarahkan ke etnis Tionghoa karena dianggap sebagai ancaman bagi
kalangan borjuasi cilik Muslim di Indonesia dan etnis penguasa
sumber-sumber ekonomi.

Selain itu, pada beberapa kasus yang terjadi di Mesir dan Indonesia,
organisasi Islam yang vokal kerap berkoalisi dengan kelas pekerja.
Pada 1946-1947, Ikhwanul Muslimin, sebagai contoh, bahkan turut
mendirikan perusahaan kecil yang bergerak di bidang tekstil guna
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menolong masyarakat di kelas pekerja supaya dapat memenuhi
kebutuhan hidup mereka (h. 70). Sehingga, pertolongan tersebut
berdampak pada kesan positif di masyarakat luas bahwa dalam naungan
Islam, kelas pekerja pun turut diperhatikan.

Inilah pondasi-pondasi awal yang menyusun populisme Islam model
baru. Aliansi antar kelas (cross-class alliance) mulai terbentuk secara
perlahan di bawah panji-panji Islam. Islam menjadi entitas persatuan
dalam melawan sekelompok yang dianggap sebagai musuh, baik secara
ideologis maupun secara politis.

Tentang Luka Perang Dingin

Satu babak dalam sejarah yang juga mempengaruhi evolusi
populisme Islam adalah peristiwa Perang Dingin. Setelah Uni Soviet
kalah dari pertempuran sengit dengan Amerika Serikat, dunia Muslim
semakin terpinggirkan dari berbagai aspek, terutama politik dan
ekonomi. Proyek modernisasi yang dipimpin oleh negara modern telah
meminggirkan kelas-kelas tertentu dan dalam beberapa kesempatan
telah memunculkan luka mendalam bagi gerakan-gerakan Islam politik.

Hal ini jelas pukulan telak, mengingat kalahnya ideologi Komunis
dalam Perang Dingin dapat terwujud, salah satunya, dengan dukungan
kelompok-kelompok Islam. Pada tahun 1960-1970-an awal di
Indonesia, misalnya, aliansi antara kelompok Islam dengan tentara—
yang didukung oleh Barat—akhirnya dapat menyingkirkan Partai
Komunis Indonesia (PKI) dari pusara kekuasaan. Bahkan, sampai saat
ini PKI masih menjadi manifesto musuh negara dan dilarang segala
bentuk aktivitasnya, meskipun baru sebatas indikasi. Namun, setelah
tentara berhasil mendapatkan kekuasaan di Indonesia, kelompok Islam
perlahan dipukul mundur dan direduksi kekuatannya oleh rezim Orde
Baru. Aliansi semu antar mereka pun akhirnya bubar.

Meskipun tidak terjadi di waktu yang bersamaan, eksklusi politis
yang dilakukan oleh kekuasaan negara sekuler terhadap aliansi
kelompok Islam mereka pun kembali terjadi, secara berurutan, di
Turki dan Mesir saat kekuatan Kiri secara perlahan mulai melemah.
Luka yang ditimbulkan Perang Dingin terhadap gerakan-gerakan
Islam politik pun merembet pada peminggiran gerakan tersebut dalam
mendapatkan peluang untuk menjadi lebih sejahtera. Peminggiran
tersebut, pada perkembangannya, semakin memperlebar jurang
kesejahteraan antara si miskin dan si kaya. Hasilnya, asumsi publik
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mengenai status #mmah sebagai massa yang tertindas (oppressed masses)
pun menguat dan menjadi liar. Rentetan peristiwa tersebut, menurut
Vedi, membantu membuka jalan bagi evolusi populisme Islam ke tahap
selanjutnya. Aspirasi dan frustrasi #mmah yang kian hari kian menebal,
ditambah semakin terlihatnya fusi antar kelas yang secara sistematis
terpinggirkan dalam tatanan sosial yang ada selama periode Perang
Dingin, meneguhkan kelahiran populisme Islam model baru.

Dengan demikian, definisi ummah sebagai wadah bagi komunitas
Muslim yang kerap digunakan kelompok yang mengusung Islamisme,
kian sumir. Ummah tidak lagi tersusun atas kelompok-kelompok
Islam tertentu, namun sudah berubah menjadi lebih kompleks dengan
elemen-elemen tambahan dari kelas-kelas lain yang dulunya bukan
bagian dari wmmah. Pengalaman Indonesia belakangan misalnya,
kalangan borjuasi, baik cilik maupun besar, sudah dianggap sebagai
bagian dari ummabh, sekalipun pernah dianggap sebagai kelompok yang
‘dimusuhi’. Aksi bela Hary Tanoesoedibjo, saudagar kaya raya beretnis
Tionghoa yang dahulu dieksklusi oleh kelompok Islam politik, justru
sekarang masuk ke dalam barisan wmmah. Paradoks ini bisa terjadi
karena Hary Tanoesodibjo dan kelompok-kelompok Islam politik
secara tidak sengaja tergabung dalam aliansi antar kelas yang sama-
sama terpinggirkan dari lingkaran kekuasaan.

Kesamaan nasib pasca Perang Dingin tersebut akhirnya
memanifestasikan wujudnya ke berbagai bentuk. Ada kelompok yang
turut berpartisipasi dalam sistem demokrasi, ikut meramaikan lewat
politik praktis dan kendaraan-kendaraan lainnya yang sah dalam alam
demokrasi. Sementara, ada juga bentuk ekspresi lainnya yang berwujud
tindakan-tindakan kekerasan sebagai bentuk protes terhadap sistem
demokrasi yang lahir dari rahim ideologi neoliberal dan modernisme.
Sehingga, alih-alih bermain dalam proses politik yang demokratis,
sebagian gerakan justru menggunakan tindak intimidasi atau bahkan
teror pada sistem negara modern yang sekuler.

Populisme Islam: Jalan Menuju Kuasa?

Sejarah perkembangan populisme Islam, sebagaimana dipaparkan
di atas, memperlihatkan bahwa syarat-syarat yang diperlukan guna
terwujudnya aliansi antar kelas yang lebih besar hampir terpenuhi.
Meskipun demikian, sebagaimana diperlihatkan Vedi pada Bab 2
hingga Bab 4 buku ini, populisme Islam yang kita kenal sekarang
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masih membutuhkan satu elemen penting: kendaraan yang dapat
membonceng banyak aspirasi. Di Indonesia, Mesir dan Turki, organisasi
yang dapat menaungi beragam kepentingan antar kelas tersebut mulai
bermunculan sekitar satu dekade terakhir. Pertama, pasca gelombang
Arab Spring yang menghantam Timur Tengah, Ikhwanul Muslimin
nampaknya berhasil menjadi wadah perjuangan aliansi antar kelas
dalam menumbangkan rezim otoriter Hosni Mubarak. Diklaim
sebagai kelompok yang menyandang status pembela #mmah, Ikhwanul
Muslimin di Mesir menjadi titik kumpul (melting por) beragam
kepentingan politik yang selama ini terpinggirkan. Sembari mengatur
strategi  politik untuk memperoleh kekuasaan, Populisme Islam
digunakan segelintir kelompok kepentingan untuk bisa menduduki
kursi nomor satu di Mesir pasca penggulingan Mubarak.

Kontra-hegemoni, sebagaimanadijelaskan oleh Gramsci, juga terlihat
pada pengalaman Mesir di atas. Dengan memposisikan ummah sebagai
entitas yang melawan ketidakadilan rezim dan kesewenang-wenangan
ideologi neoliberal, Ikhwanul Muslimin memupuk semangat gerakan
tersebut dengan menggunakan “perang ideologi” (Ghazwul Fikr')
dalam setiap kesempatan. Ghazwul Fikr menjadi ide yang digunakan
sebagai alat propaganda Ikhwanul Muslimin. Sebelum 2011, tahun di
mana Arab Spring terjadi di Mesir, Ikhwanul Muslimin secara bertahap
mulai menyebarkan propaganda tersebut sebagai langkah membuat
jalan setapak guna memuluskan kekuasaan bila sudah menemukan
momentum yang tepat. Ini adalah salah satu cara para populis dalam
mengelola kekuatan massa yang besar pada Arab Spring di Mesir.

Menggunakan kerangka yang ditawarkan oleh buku ini, populisme
Islam di Indonesia pun bisa dipakai untuk menganalisa pemilihan
gubernur Jakarta. Kasus Pilkada 2017 dan Fenomena Ahok yang
terjadi beberapa bulan silam, menunjukkan bahwa beberapa organisasi
Islam sempat menjadi tunggangan dalam menyatukan beragam visi-
misi politik banyak kelompok. Lahir setelah era Reformasi bergulir,
organisasi massa Islam yang menemukan momentumnya itu,
berhasil memainkan isu populisme Islam guna mencapai tujuannya:
menjatuhkan Ahok dari kontestasi Pilkada Jakarta 2017.

Front Pembela Islam (FPI) yang dikomandani oleh Rizieq Shihab,
dengan menggunakan tiga isu krusial yang menjadi bahan bakar
mobilisasi antar kelas (etnis Tionghoa, penista agama dan kafir),
memimpin berjilid-jilid Aksi Bela Islam guna mencapai beragam
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tujuan yang terhimpun dalam aliansi antar kelas. Aliansi yang terdiri
dari tokoh politik, pengusaha besar dan kecil, kelompok masyarakat
yang merasa agamanya dicela dan khalayak yang hanya ingin sekedar
terlibat maupun ingin tahu, berkumpul pada aksi-aksi tersebut.

Lantas, pertanyaan yang dapat diajukan lebih lanjut adalah: ke
mana organisasi Islam besar seperti Muhammadiyah dan NU dan
partai-partai Islam yang sudah lebih dulu ada seperti PKS, PPP?
Mengapa mereka tidak menjadi tunggangan kepentingan antar kelas
dan memainkan isu populisme Islam? Menurut Vedi, hal tersebut bisa
terjadi karena NU dan Muhammadiyah, dan juga PKS maupun PPD,
cenderung menggunakan jenis aktivitas dakwah yang tidak bersifat
langsung. Maksudnya, dakwah mereka tidak lagi menyasar pada hal-
hal yang sifatnya halal-haram (figh-oriented), sebagaimana dilakukan
oleh sebagian kelompok yang bergabung dengan FPI di bawah bendera
Gerakan Nasional Pengawal Fatwa—Majelis Ulama Indonesia (GNPF-
MUI).? Gerakan ini berhasil menghimpun banyak massa sebab tipikal
dakwahnya yang rupanya, secara perlahan, mengkonfrontasi keburukan
dari sistem negara sekuler.

Media sosial pun turut memudahkan GNPF-MUI dalam
memuluskan agenda-agendanya. Bahkan, meskipun Ahok sudah
dipenjarakan, mereka masih tetap menggunakan bahan bakar yang
sama seperti rentetan Aksi Bela Islam yang mereka lakukan. Sebagai
contoh, untuk menumbangkan rezim saat ini dan menggagalkan
Jokowi untuk menang di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019,
kelompok-kelompok Islam politik yang masih berada di bawah payung
GNPE-MUI menggelontorkan isu lewat WhatsApp Messenger
mengenai posisi rezim Jokowi yang tidak pro terhadap umat Muslim.
Dikeluarkannya Perppu Ormas, kecenderungan rezim dalam membela
Ahok sang penista agama dan, yang paling terbaru namun sebetulnya
tidak relevan dengan perjuangan ummah, memboikot para kandidat
presiden dan legislatif yang diusulkan oleh PDIP, Nasdem, PPP, PKB,
Hanura dan Golkar karena menyetujui ambang batas presidensial
(Presidential Threshold) sebesar 20%. Hal ini, terutama yang nomor tiga,
merupakan pesan politis yang bila dicermati sarat dengan kepentingan
para elit politik yang tergabung dalam Aksi Bela Islam beberapa bulan
silam. Lebih jauh, pesan yang tersebar di WhatsApp Messenger dan
Pinterest tersebut mengarah pada pemenangan beberapa partai politik
sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:

DOI: 10.15408/sdi.v24i2.5708 Studia Islamika, Vol. 24, No. 2, 2017



Membaca Populisme Islam Model Baru 389

INILAH PARTAI PARTAI

i
iy [ PAN

GERINDRA SEJAHTERA
YANG KONSISTEN BELA UMAT ISLAM & RAKYAT

1. BUKAN PENDUKUNG PENISTA AGAMA
2. MENOLAK PERPU ORMAS
3. WALK OUT /MENOLAK PT 20%

KITA RAKYAT PANTAS BERIKAN
DUKUNGAN SUARA PADA MEREKA
TERSERAH MANA SAJA 1 DARI 4 ITU

KITA PASTIKAN SEMUA CALON MEREKA MENANG
DALAM PILKADA 2018, PILEG & PILRES 2019

Gambar 1. Pamflet yang ditemukan di WhatsApp Messenger dan Pinterest.
(Sumber: https://id.pinterest.com/pin/349240146094648245/)

Teks yang berada dalam selebaran tersebut, diketik menggunakan
huruf kapital dan sarat muatan politis. Ummah yang awalnya memang
terbentuk guna memperjuangkan aspirasi sebagian umat Muslim untuk
mendirikan negara yang berbasis Syariah Islam, justru ditunggangi
kepentingan politik. Populisme Islam, pada gilirannya, berubah arah
menjadi populisme Islam model baru yang digunakan oleh sekelompok
populis yang tergabung dalam aliansi antar kelas guna mendapatkan
kekuasaan.

Di Turki, populisme Islam lebih banyak disatukan oleh program
dan kegiatan kepedulian sosial yang dimiliki oleh Adalet ve Kalkinma
Partisi (AKP). Sifat mendasar inilah yang membedakan populisme Islam
di Turki dengan Mesir dan Indonesia, yang lebih banyak disatukan
dengan visi-misi politik. Dengan menjangkau kelas-kelas sosial yang
dikategorikan sebagai masyarakat miskin, kekuatan AKP justru sangat
mengakar di kalangan akar rumput. Bahkan, karena sifat gerakannya
yang filantropis, AKP, dalam kasus pemenangan Erdogan sebagai
presiden baru Republik Turki, lebih bisa menjamin keseimbangan
aliansi antar kelas yang terbentuk. Selain itu, AKP pun memiliki
keunggulan dengan tidak memiliki saingan yang sangat kompetitif
dalam perjuangan memperoleh kekuasaan.
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Pada perjalanannya, meskipun kebijakan yang diterapkan oleh
Erdogan pada awal-awal kekuasaannya cenderung berdamai dengan
ideologi neoliberal, yang pada gilirannya menyebabkan banyak kerugian
dan pengangguran, tetap diidolakan oleh kebanyakan masyarakat
Turki. Hal ini disebabkan oleh kegiatan sosial yang dilakukan oleh
AKP terus dipertahankan, dan bahkan ditambah, sehingga tetap
menarik simpati masyarakat. Meskipun, pasca upaya kudeta yang
dilakukan oleh tentara, masyarakat yang terikat dalam aliansi antar
kelas yang dipimpin oleh AKP cenderung berkurang. Hal ini karena
AKP, yang terdiri dari fraksi Recep Tayyip Erdogan dan Muhammed
Fethullah Giilen Hocaefendi, terpecah. Dan, ironisnya, AKP Giilen
dituding AKP Erdogan sebagai dalang dari kudeta tersebut. Sehingga,
masyarakat yang berada di dalam barisan AKP Gullen mulai pecah dari
aliansi tersebut dan kembali termajinalisasi oleh rezim.

Bagi Vedi, hal-hal yang diterangkan di atas telah memunculkan
perdebatan lama tentang kompatibilitas demokrasi dengan Islam
di era neo-liberalisme saat ini. Apakah mungkin menjadikan negara
sepenuhnya sekuler dengan mengeksklusi Islam ke pinggir dalam
berpartisipasi di alam demokrasi? Apakah inklusi politik yang dilakukan
kepada Islam di dalam institusi demokratis dapat berdampak pada
internalisasi nilai-nilai liberal dan pluralis ke kalangan aktor politik
Islam? Sayangnya buku ini tidak hadir untuk menjawab pertanyaan
tersebut. Namun, satu hal yang terlihat bahwa populisme Islam dapat
menjadi jalan bagi kelompok kepentingan untuk mendapatkan entah
itu kekuasaan, sumber ekonomi, atau bahkan kemenangan ideologi
Islam di alam demokrasi.

Perjumpaan populisme Islam model baru dengan alam demokrasi
memunculkan temuan bahwa penerimaan demokrasi di kalangan Islam
politik tergantung pada keberlangsungan posisi mereka. Perjuangan
mereka di alam demokrasi dalam memperjuangkan kemajuan sosial,
ekonomi dan politik umat Muslim, sangat fluktuatif. Marginalisasi
yang dilakukan sistem negara sekuler jelas menjadi pukulan telak bagi
kelompok Islam politik. Namun mereka, dalam beberapa kesempatan,
dipaksa harus berdamai dengan sistem tersebut.

Basis sosial yang kuat menjadi kunci keberhasilan populisme
Islam model baru di sebuah negara. Selain itu, kendaraan politik
yang koheren dan momentum yang tepat dapat mengunci loyalitas
maupun kepentingan kesatuan aliansi antar kelas yang pada dasarnya
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beragam secara sosiologis. Kemampuan amal sebuah organisasi dalam
membantu kelas-kelas miskin yang kuat, sebagaimana terjadi di Turki,
pun menjadi kunci penting dalam memperkuat visi-misi yang dinaungi
populisme Islam model baru.

Populisme Islam Model Baru: Ujung Dari Evolusi?
Buku yang ditulis oleh Vedi R. Hadiz ini punya cara yang berbeda

dalam melakukan komparasi politik antar Mesir, Indonesia dan Turki.
Meskipun ada beberapa literatur yang memiliki kemiripan dengan kajian
Vedi. Hanya saja, Gumuscu (2010) misalnya, lebih menekankan aspek
perubahan sosio-ekonomi di Turki dan Mesir dalam mempengaruhi
konstitusi-konstitusi kelompok Islamis, yang selanjutnya berpengaruh
pada kemunculan kelompok Islamis moderat di kedua negara tersebut.

Sementara itu, di sisi yang lain, kajian Vedi justru jauh lebih
komprehensif dengan menggunakan pendekatan historis dalam
melihat perkembangan ekonomi politik gerakan-gerakan Islam di
ketiga negara tersebut. Lebih jauh, dapat disimpulkan bahwa studi
Vedi memperlihatkan bahwa sebetulnya hubungan antara kebangkitan
Islam politik dengan kolonialisme, demokratisasi maupun kekuasaan
otoriter tidak terlalu signifikan. Sebab, hampir di setiap masa, populisme
Islam kerap muncul dan memposisikan dirinya sebagai yang tertindas.
Ketimpangan akses pada sumber-sumber ekonomi, menurut Vedi,
lebih masuk akal dalam memunculkan kekacauan politik, kekerasan
atas nama agama, radikalisme agama, maupun terorisme (h. 187).

Bila ditinjau dari perspektif di atas, bangkitnya populisme Islam
model baru di Dunia Muslim sebenarnya hanyalah versi lain dari
populisme yang terjadi di Barat, sebagaimana yang terjadi pada kasus
Donald Trump (Amerika Serikat) dan Brexit (Inggris). Populisme
Islam model baru hanyalah sebuah bentuk ekspresi dalam merespon
perkembangan sistem ekonomi yang kerap berubah-ubah dan
cenderung merugikan, atau bahkan mengeksklusi, sebagian kelompok.
Apapun jenis populisme yang ada, kebanyakan dari mereka diikat oleh
persamaan rasa ketertindasan yang dilakukan oleh sistem — yang pada
kasus populisme Islam dilakukan oleh negara sekuler.

Evolusi populisme Islam, sebagaimana disinggung sedikit dalam
artikel ini, kerap mengalami tingkat keberhasilan yang beragam,
tergantung konteks ruang dan waktu. Di satu sisi, kadangkala aliansi
antar kelas yang terbentuk di bawah panji-panji Islam dapat terwujud
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dan mencapai tujuan jangka pendeknya. Di sisi yang lain, hal tersebut
bahkan tidak terwujud sepenuhnya atau bahkan tidak sama sekali.
Tentu saja, sebagian agen sosial populisme Islam model baru akan terus
berjuang mengupayakan aspirasi mereka untuk mendirikan semacam
masyarakat ideal yang dipandu oleh nilai-nilai Syariah Islam. Menurut
pengakuan Vedi R. Hadiz, ia sedikit terpengaruh cara pandang Clash
of Ignorance-nya Edward Said (2001). Pasalnya ada semacam kelesuan
dalam mewujudkan idealisme tersebut. Bila demikian maka sangat
mungkin ini semua hanya berkutat di seputar ‘relations of domination’
(Mouzelis, 1985) atau atau ‘cultural hegemony’ (Gramsci, 1971).

Namun, terlepas dari itu semua, sebagai kata penutup, apakah ini
ujung dari evolusi populisme Islam? Masihkah populisme Islam akan
berkembang di kemudian hari? Tentu perlu dilakukan kajian mendalam
dalam konteks dan ruang waktu yang berbeda untuk menjawab
pertanyaan ini. Paling tidak untuk saat ini, buku Islamic Populism in
Indonesia and The Middle East yang ditulis oleh Vedi R. Hadiz ini sangat
penting dibaca para mahasiswa dan sarjana di bidang politik Islam, dan
bagi siapapun yang tertarik dengan kajian-kajian politik keagamaan.

Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa kajian populisme
Islam yang dikaji pada buku ini, secara tidak langsung, berhasil
menghadirkan sebuah perspektif baru dalam menjelaskan fenomena
Ahok (Ahok phenomenon)® dan Pilkada Jakarta 2017 yang sempat
mencuat belakangan ini. Buku ini pun telah berhasil menyuguhkan
satu kajian menarik tentang populisme Islam. Apalagi si penulis
berhasil memberikan segmentasi-segmentasi historis yang penting
dalam perkembangan populisme Islam di dunia Muslim.

DOI: 10.15408/sdi.v24i2.5708 Studia Islamika, Vol. 24, No. 2, 2017



Membaca Populisme Islam Model Baru 393

Catatan Kaki

1. Salah satu kajian akademik yang layak dibaca mengenai Ghazwul Fikr adalah
karya Bruinessen (2015, 61-85).

2. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa — Majelis Ulama Indonesia (GNPF — MUI)
adalah gerakan sosial-politik yang diusung kelompok Islam politik dan gerak Islam
radikal dalam mengawal Fatwa Penodaan Agama yang dikeluarkan oleh MUI selepas
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melontarkan pernyataan yang menuai polemik.
Gerakan ini, pada perkembangan selanjutnya berubah menjadi gerakan yang menjadi
wadah aspirasi kelompok Islam politik. Tak hanya itu, gerakan ini bahkan berhasil
meluncurkan media informasi bernama Channel 212, mendirikan Koperasi Syariah
212 dan beberapa unit usaha dengan penghimpunan dana dari para alumni Aksi Bela
Islam. Gerakan ini berubah menjadi gerakan yang sangat berpengaruh dan, dalam
konteks populisme Islam model baru, menjadi wadah yang menyatukan kepentingan
aliansi antar kelas.

3. DPenjelasan mendetail mengenai Ahok Phenomenon dapat diakses di The Guardian
(2016) hetp://www.theguardian.com/cities/2016/nov/25/jakarta-chinese-indonesians-
governor-ahok.
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